
WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR36 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan
penyusutan arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kota Sawahlunto khususnya berkaitan dengan arsip
fasilitatif kepegawaian dan keuangan sebagai bukti
akuntabilitas organisasi perangkat daerah, serta

untuk pertanggungjawaban secara nasional, maka

perlu adanya Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif

Kepegawaian dan Keuangan di Lingkungan Pemerintah

Daerah Kota Sawahlunto,

a.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Sawahlunto tentang Jadwal Retensi Arsip
Fasilitatif Kepegawaian dan Keuangan di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.

b.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),

2.

3.

4.



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438):

5.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 507 1):

6.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 5494):

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679),

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
11 Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II
Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat
II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3423),

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286),

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011:

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retansi Arsip
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 622):



14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan
Pedoman Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 665),

15. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Retensi Arsip
Kepegawaian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 819),

16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusutan
Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 600),

17. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2010 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 28),

18. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 33 Tahun 2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Arsip di
Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto (Berita
Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 33):

Memperhatikan 1 Persetujuan Kepala Arsip Republik Indonesia Nomor:
B-PK. 02. 09/16/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang
Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Fungsi Kepegawaian
Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara, Fungsi
Keuangan dan JRA Substantif Urusan Kearsipan dan
Perpustakaan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

Pw

Daerah adalah Kota Sawahlunto.
Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota
Sawahlunto sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahahn yang menjadi
kewenangan daerah.
Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
unsur pembantu penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto adalah OPD yang
menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perpustakaan
dan kearsipan.

2.



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan
media sesuai dengan perkembangan tekhnologi informasi dan komunikasi
yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanakaan kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam
kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
Arsip Substantif adalah arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi
substantif meliputi Pemerintahan, Politik, keamanan dan ketertiban,
kesejahteraan, perekonomian, pekerjaan umum dan ketenagaan serta
lingkungan hidup.
Arsip Vital adalah arsip yang keberadaanya merupakan persyaratan dasar
bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui
dan tidak tergantikan apabila rusak dan hilang.
Arsip Aktif adalah arsip yang Frekuensi peggunaannya tinggi dan/atau
terus menerus.

Arsip In-Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaanya telah menurun.
Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena
memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan
berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara

langsung maupun tidak langsung oleh Lembaga Kearsipan Daerah.
Arsip Terjaga adalah Arsip Daerah yang berkaitan dengan keberadaan dan
kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan,
keamanan dan keselamatannya.
Arsip umun adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip
terjaga.
Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan
yang diperoleh pendidikan formal dan atau pendidikan dan pelatihan
kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggungjawab
melaksanakan kegiatan kearsipan.
Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan
hukum dan otoritas legal serta keberadaan sarana bantu untuk
mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
Jadwal Retensi Arsip adalah Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah
daftar yang berisi sekurangkurangnya jangka waktu penyimpanan atau
retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang
penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau
dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan
penyelamatan arsip.
Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan
terhadap suatu jenis arsip.
Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip dengan cara
memindahkan arsip in-aktif dari unit pengolah ke unit kearsipan,
memusnahkan arsip yang tidak bernilai guna dan menyerahkan arsip in
aktif dan arsip statis ke Lembaga Kearsipan Daerah.
Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian Arsip Dinamis secara
efesien, efektif dan sistematika meliputi akuisisi, pengolahan, proservasi,
pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik dalam suatu Sistem
Kearsipan Daerah.

6.

7.

8.

9.



21. Akuisisi Arsip statis adalah penambahan khasanah arsip statis pada
lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip
statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga
Kearsipan Daerah.

22. Jaringan Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat JIKD
adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip di Daerah
yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Daerah.

23. Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar
berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah
diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga
kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan daerah serta diumumkan
kepada publik.

Pasal 2

(1) Pengaturan JRA Fasilitatif Kepegawaian dan Keuangan di Lingkungan
Pemerintah Kota Sawahlunto dimaksudkan untuk menjamin tertib
administrasi pelaksanaan pengelolaan kerahasiaan data kearsipan
kepegawaian dan keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Sawahlunto.

(2) Pengaturan JRA substantif di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Sawahlunto bertujuan sebagai pedoman dalam menentukan jangka waktu
penyimpanan dan penyusutan arsip fasilitatif:
a. Urusan Kepegawaian: dan
b. Urusan Keuangan.

BAB II

JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 3

(1) Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahiunto memuat:
a. Jenis Arsip,
b. Retensi, dan
c. Keterangan.

(2) Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Keungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 4

(1) Retensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b ditentukan
untuk retensi aktif dan retensi inaktif.

(2) Penentuan retensi aktif dan retensi inaktif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a. retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan

pertanggungjawaban di unit pengelola: dan
b. retensi Inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit

Kerja terkait dan kepentingan daerah.
(3) Retensi aktif dihitung sejak arsip diciptakan dan diregistrasi hingga pokok

masalah pada naskah selesai diproses:



(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Retensi inaktif dihitung sejak arsip selesai masa simpan aktifnya.

Pasal 5

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf c memuat
rekomendasi yang menetapkan arsip dimusnakan, dinilai kembali atau di
permanenkan.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan pertimbangan :

a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip
tersebut tidak memiliki nilai guna,

b. keterangan Permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna
kesejarahan, dan

c. keterangan dinilai kembali ditentukan pada arsip yang dianggap
berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan,

BAB III

PEMUSNAHAN ARSIP
Pasal 6

Pemusnahan arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki
retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh kepala OPD setelah
mendapat :

a. pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip, dan
b. persetujuan tertulis dariWalikota.
Pemusnahan arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki
retensi diatas 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh Walikota setelah
mendapat :

a. pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip, dan
b. persetujuan tertulis dari kepala ANRI.

Pasal 7

Prosedur pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan
memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. OPD yang akan melaksanakan pemusnahan arsip dan belum memiliki
tenaga arsiparis terlebih dahulu mengajukan permohonan bantuan
tenaga arsiparis kepada kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Sawahlunto yang dilengkapi dengan daftar arsip yang akan dimusnakan,

b. OPD membentuk panitia penilai arsip yang ditetapkan oleh kepala OPD,
c. Panitia penilai arsip terdiri dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Daerah sebagai ketua merangkap anggota, pimpinan unit pengelola yang
arsipnya akan dimusnakan sebagai anggota, dan arsiparis sebagai
anggota,

d. Panitia penilai arsip melakukan penyeleksian terhadap arsip yang akan
dimusnakan, penyeleksian arsip dimaksud dilakukan terhadap arsip
inaktif yang sudah tidak memiliki nilai guna, telah habis retensinya dan
keterangan dimusnakan berdasarkan JRA, tidak ada peraturan
perundang-undangan yang melarang, dan tidak berkaitan dengan
penyelesaian proses suatu perkara,



e. Berdasarkan hasil seleksi paniti penilai arsip, arsiparis memuat Daftar
Arsip Usul Musnah (DAUM) dan berita acara hasil penyeleksian yang
ditanda tangani oleh panitia penilai arsip:

f. Panitia penilai arsip mengajukan permohonan persetujuan kepada
kepala OPD selaku pencipta arsip,

g. Pelaksanaan pemusnahan arsip dilakukan secara total sehingga fisik
dan informasi arsip musnah dan tidak dapat dikenali: dan

h. Pemusnahan arsip disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang pejabat dari
OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pengawasan
dan bidang hukum.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 23 Jul 2019

WALIKOTA SAWAHLUNTO,yA

ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal29 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019 NOMOR 38
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berkas
perorangan

M
asuk

berkas
perseorangan

c.
M
utasiKeluarga

1)
Surat

Izin
Pernikahan/Perceraian

2)
Surat

Penolakan
Izin

Pernikahan/Perceraian
3)

Surat
N
ikah

/Cerai
4)

Akte
Kelahiran

Anak
5)

Surat
Keterangan

Adopsi Anak
6)

Surat
Keterangan

M
eninggal D

unia

M
asuk

berkas
perseorangan

|

2



4
Ss

d.
U
sul

kenaikan
pangkat/golongan

/jabatan
1
tahun

setelah
SK

diterapkan
M
usnah,

kecuali
N
ota

dan
SK

m
asuk

berkas
perorangan

e.

h.

U
sul

Pengangkatan
dan

Pem
berhentian

dilam
Jabatan

Struktural/Fungsion:

U
sulPenetapan

Perubahan
D
ata

D
asar/

Status/ Kedudukan
H
ukum

Pegaw
ai

Peninjauan
M
asa

Keria

Berkas
Baperjakat

1
tahun

setelah
SK

ditetapkan

1
tahun

setelah
SK

diterapkan

2
tahun

setelah
SK

ditetapkan

1
tahun

setelah
Sx

ditetapkan

2
tahun

2
tahun

2
tahun

5
tahun

M
usnah,

kecualiSK
dar

N
ota

m
asuk

berkas
perorangan
M
usnah,

kecuali
Surat

Persetujuan
dan

SK
m
asuk

berkas
perorangan
M
usnah,

kem
alSK

dan
N
ota

m
asuk

berxas
perorangan
M
usnah,

kecuali
Pejabat

Tinggi,
Perm

anen|
Adm

inistrasiPegaw
ai

a.
Surat

Perintah
D
inas/ SuratTugas

CutiBesar

CutiSakit,
CutiBersalin, CutiTahunan

CutiAlasan
Penting

2
Tahun

setelah
pelaksanaan

1
tahun

setelaiSK
ditetapkan

1
tahun

setelah
pelaksanaan

1
tahun

setelah
pelaksanaan

2
tahun

2
tahun

2
tahun

M
usnah

kecuali
SK

m
asuk

herkas
perseorangan
m
asuk

berkas
perseorangan

M
usnah

M
usnah

CutiD
iluarTanggungan

N
egara

(CLTN
)

3
tahun

setelah
pelaksanaan

M
asuk

berkas
perseorangan

ahun



3
1

5
f

D
ekum

entasi
Identitas

Pegaw
ai

|
tahun

setelah
identitas

diterapkan
2
tahun

M
usnah

|.
1)

U
sul

Penerapan
Karpeg/N

PE/Karis/
Karsu

.
2)

Keanggotaan
O
rganisasi

Profesi/ Kedinasan
—
—
—

34
Laporan

Pajak
Penghasilan

Pribadi
(LP2P)

4)
Keterangan

Penerim
aan

Pem
bayaran

Penghasilan
Pegaw

ai(KP4)
g.

Berkas
Kepegaw

aian
dan

D
aftar

U
rut

Kepangkatan
(D
U
K)

2
Tahun

-
M
usnah

h.
Berkas

Pengurusan
Kenaikan

G
aji

Berkala
2
Tahun

1Tahun
M
usnah

7.
|Kesejahteraan

Pegaw
ai

2
Tahun

-
M
usnah

a.
Berkas

tentang
Layanan

Pem
eliharaan

Kesehatan
Pegaw

ai
b.

Berkas
tentang

Layanan
AsuransiPegaw

ai/ASKES
c.

Berkas
tentang

Layanan
Tabungan

Perum
ahan

d.
Berkas

tentang
Layanan

Bantuan
Sosial

e.
Berkas

tentang
Layanan

Pakaian
D
inas

£
Berkas

tentang
Lavanan

Pegaw
rui yang

m
eninggal karena

dinas
g.

Berkas
tentang

Pem
berian

Tal'
Kasih

h.
Berkas

tentang
Pem

beriav
Piagam

Penghargaan
dan

Tanda
Jasa

-
-

M
asuk

berkas
perseorangan

(00
li.

Berkas
tentang

Layanan
O
lahraga

dan
Rekreasi

3.
(Pem

berhentian
Pegaw

aiTanpa
H
ak

Pensiun
2
tahun

setelah
SK

diterapkan
2
tahun

M
asuk

berkas
perseorangan

9.
(Perselisihan

/Sengketa
Kepegaw

aian
2
tahun

setelah
m
em

percleh
keputusan

2
tahun

D
inilaikem

bali
bersifaitetap

setelah
hak

dan
kew

ariban-
—
—

nya
habis

10.
(U
sul Pem

berhentian
dan

Penetapan
Pensiun

Pegaw
ai/Janda/D

uda
dan

PN
S

2
tahun

setelah
SK

ditetapkan
2
tahun

M
usnah

yang
M
eninggal

kecualiSk,
berkas

perseorangan



1
2

2
4

5
11.

(Berkas
Perseorangan

Pegaw
ai N

egeriSipil
:

2
tahun

setelah
berhenti/persiun

sam
pai

2
tahun

M
usnah.kecual

a.
Berkas

Lam
aran

yang
diterim

a
dengan

hak
dan

kew
ajiban

habis
setelah

hak
ijabatan

b.
N
ota

Penetapan
N
IP

dan
Kelengkapunnva

|

dan
Sekretaris

c.
N
eta

Persetujuan
/Pertim

bangan
Kepala

BKN
kew

ajiban-
|D

aerah,
Asisten

d.
SK

Pengangkatan
CPN

S
nya

habis
Sekretaris

e.
H
asil

Pengujian
Kesehatan

D
aerah,

Para
1

SK
Pengangkatan

PN
S

Pim
pinan

g.
SK

Peninjauan
M
asa

Kerja
SKPD

,
Staf

h.
SK

Kenaikkan
Pangkat

Ahli,
dan

.
,

R
pejabat

lain
i.

Surat
Pernyataan

M
elaksanakan

Tugas/ M
enduduki Jabatan

dan
Surat

Pernyataan
Pelantikan

yang
secara

ji.
SK

Pengangkatan
dalam

Jabatan
atau

Pem
berhentian

dari Jabatan
.
individual

Struktural/
Fungsiona|

ditentukan
oleh

Instans
serta

PN
S
yang

berjasa/teribat
peristiw

a
berskala
nasional,
perm

anen

k
SK

Perpindahan
W
ilayah

Keria
LL

SK
Perpindalian

Antar
iustansi

m
.

SK
Cutidi luar

Tanggungan
N
egara

(CLTN
)

n.
Berita

Acara
Pem

eriksaaui
o.

SK
H
ukum

an
Jaba:an/H

ukum
an

D
isiplin

PN
S

p.
SK

Perbantuan/D
ipekerjakan

diluar
InstansiInduk

ga.
SK

Penarikan
Kem

bali dari
Perbantuan/D

ipekerjakan
r.

SK
Pem

berian
U
ang

Tunggu
s.

SK
Pem

bebasan
dari Jabatan

O
rganik

karena
diangkat

sebagai
Pejabat

N
egara

t.
'” SK

Pengalihan
PN

S
u.

SK
Pem

berhentian
sebagai PN

S
v.

SK
Pem

beshentian
Sem

entara
w
.

Surat
Keterangan

Pernyataan
H
ilang

x.
Surat

Keterangan
Kem

balinya
PN

S
yang

dinyatakan
hilang

/F

IS



7
»

3
4

S5
Yy.

SK
Penggantian

N
am

a
N
a

z
Surat

perbaikar
Tanggal Tahun

Kelahiran
aa.

Akta
N
ikah/Cerai

bb.
Akta

Kelahiran
cc.

Isian
Form

ulir
PU

PN
S

dd.
Berita

Acara
Pengam

bilan
Sum

pah/Janji
PN

S
dan

Jabatan
ce.

Surat
Perm

ohonan
M
enjadi Anggota

Parpul
ff.

Surat
Keterangan

M
utasiKeluarga

gg.
Surat

Keterangan
M
eninggal D

unia/hilang
hh.

Surat
Keterangan

Perungkatan
Pendidikan

ii.
Penetapan

Angka
Kredit Jabatan

Fungsional
ji.

Surat
Keterangan

H
asilPenelitian

Khusus
kk.

Surat
Pem

beritahuan
Kenaikkan

G
yji

Berkala
1.

Surat
Tugas/

Izin
Belaiar

D
alam

/
Luar

N
egeri

m
m
.
Surat

Izin
Bepergian

ke
Luar

N
egeri

rn.
Kartu

D
aftar

U
lang

(Kardaf)
PN

S
oo.

'jazah/ Sertifikat
pp.

SK
Penem

patan/ Penarikan
Pegaw

ai
gg.

SK
Pengangkatan

pada
Jabatan

diluar
InstansiInduk

rr.
Surat

Pertim
bangan

Status
PN

S
ss.

SK
Pengaktifan

Kem
bali

Sebagai
PN

S
tt.

Surat
Pernyataan

Pengunduran
D
iri

dariJayatan
O
rganik

karena
dicalonkar

sebagai
Kepala/ W

ak
Kepala

D
aerah

uu.
SK

Pensiun

12.
Berkas

Perseoraasan
Pejabat

N
egara

2
tahun

setelait
be,henti/pensi: n

£
tahun

Perm
anen

W
alikota

dan
W
akilW

alikota
sam

pai
dengan

hak
|

dara
kew

ajiban
habis

13.
|Berkas

Perseorangan
PejabatLainnya

2
tahun

setelah
berhenti/pensiun

3
tahun

Perm
anen

a.
Ketua, W

akil
Ketua,

Anggota
D
PRD

sam
pai

b.
Ketua, W

akil
Ketua,

Anggota
KPU

D
,
dan

Panw
aslu

Kada
dengan

hak
c.

Ketua, W
akil

Ketua,Anggota
Kom

isiLainnya
dan

kew
ajiban

habis
—



14.
Berkas

perseorangan
W
aliN

agari
2
tahun

setelah
berhenti/

pensiun
S3
tahun

sam
pai

dengan
hak

dan
kew

ajiban
habis

Perm
anen

W
ALIKO

TA
SAW

AH
LU

N
TO

,

Pp

/ASTA



LAM
PIRAN

II:
PERATU

RAN
W
ALIKO

TA
SAW

AH
LU

N
TO

N
O
M
O
R

TAN
G
G
AL

: 38
TAH

U
N
2019

22
JU
LI

2010
TEN

TAN
G

:JAD
W
AL

RETEN
SI

ARSIP
FASILITATIF

KEPEG
AW

AIAN
D
AN

KEU
AN

G
AN

D
I
LIN

G
KU

N
G
AN

PEM
ERIN

TAH
D
AERAH

KO
TA

SAW
AH

LU
N
TO

3,

U
RU

SAN
KEU

AN
G
AN

N
O
.

JEN
IS

ARSIP
Pan

AA
SI

PTN
G
U
S

KETERAN
G
AN

1
2

3
4

5
BEN

A.
IREN

CAN
A
AN

G
G
ARAN

PEN
D
APATAN

D
AN

BELAN
JA

D
AERAH

(RAPBD
)
D
AN

AN
G
G
AKAN

PEN
D
APATAN

D
AN

BELAN
JA

D
AERAH

PERU
BAH

AN
(APBD

-P)
1.

Penyusunan
Prioritas

Plafon
Anggaran

(PPA)
a.

Kebijakan
U
m
um

,
Strategi,

Prioritas
dan

Renstra
(1)

D
okum

en
Rencana

Kerja
Pem

erintah
D
aerah

(RKPD
)

2
tahun

setelah
tahun

anggaran
3
Tahun

Perm
anen

(2)
D
okum

en
Reacana

Kerja
Saruan

Kerja
Pem

eriniah
D
acrah

(Renja)
berakhir

b.
D
okum

en
Rancangan

Kebijakan
U
m
um

Anggaran
(KU

A)yang
telah

di
bahas|

2
tahun

setelah
tahun

anggaran
3
Tahun

Perm
anen

bersam
a
antara

N
PRD

dan
Pem

erintah
D
aerah

berakhir
c.

KU
A
beserta

N
ota

Kesepakatannya
2
tahun

setelah
tah"

anggaran
3
Tahun

Perm
anen

berakhir
d

D
okunen

Rancangar:
Piioritas

Plafon
Anggaran

Sem
entara

(PPAS)
2
tahun

setelah
tahun

anggaran
3
Tahun

Perm
anen

berakhir
e.

N
cta

Kesepakatan
PPA

|
2
tahun

setelah
tahun

anggaran
3
Tahun

Perm
anen

berakhir
f.

Prioritas
Plafon

Anggaran
2
tahun

setelah
tahun

anggaran
3
Tahun

Perm
anen

berakhir
2.

Penyusunan
Rencana

Kerja
Anggaran

Satuan
Kerja

Perangkat
D
aerah

(RKA-
SKPD

)
a.

D
okum

en
Pedom

an
Penyusunan

RKA-SKPD
yang

telah
disetujui Sekretaris

|
2
tahun

setelah
tahun

anggaran
3
Tahun

M
usnah

D
aerah

berakhir
b.

D
okum

en
RKA-SKPD

2
tahun

setelah
tahun

anggaran
3
Tahun

M
usnah

berakhir



2
3

5
3.

Penyam
paian

Rancangan
Anggaran

Pendapatan
dan

Belanja
D
aerah

kepada
D
ew

ar
Perw

akilan
Rakyat

D
aerah

!D
PRD

)
a.

Pengantar
N
ota

Keuangan
Pem

erintah
dan

Rancangan
Peraturan

D
aerah

1)
N
ota

Keuangan
Pem

erintah
2)

M
ateriRAPBD

2
tahun

setelah
tahun

anggaran
berakhir

3
Tahun

Perm
anen

b.f.g.h.

H
asil

Pem
bahasan

Rencana
Anggaran

Pendapatan
dan

belanja
D
aerah

(RAPBD
)
oleh

D
ew

an
Perw

akilan
Rakyat

D
aerah

(D
FRD

)
dan

Pem
erintah

D
okum

en
Persetujuan

bersam
a
antara

D
PRD

dan
Kepala

D
aerah

tentang
RAN

PERD
A
AFBD

.
D
okum

en
Rancangan

Penjabaran
APBD

beserta
lam

pirannya
.
Penyam

paian
Perm

ohonan
Evaluasikepada

G
ubernur

tentang
RAPBD

beserta
penjabarannya

H
asilEvaluasi

G
ubernur

tentang
RAPBD

Penetapan
Perda

APBD
oleh

G
ubernur

beserta
penjabarannya

Peraturan
D
acrah

(Perda)
tentang

APBD
4.

Anggaran
Pendapatan

dan
Belanja

D
aerah

Perubahan
(RAPBD

-P)
a.

Penyusunan
Privritas

Platon
Anggaran

Perubahan
1)

Kebijakan
U
m
um

,
Renstra,

Strategi
dan

Prioritas
Perubahan

(a)
D
okum

en
Rencana

Kerja
Pem

erintah
D
aerah

'RKPD
)

(b)
D
okum

en
Rencana

Kerja
Satian

Kerja
Pem

erintah
D
aerah

(Renja)
2)

D
okum

en
Rancangan

Kebijakan
U
m
um

Anggaran
(KU

A)
Perubahan

yang
telali

dibahas
bersam

a
antara

D
PRD

dan
Pem

erintah
D
aerah

3)
KU

A
Perubahan

beserta
N
ota

Kesepakatanya
4)

D
okum

en
Rancangan

Prioritas
Plafsn

Anggaran
Sem

entara
(PPAS)

51
N
ota

Kesepakatan
PPA

Perubahan
6)

Prioritas
Plaion

Anggaran
Perubahan

.
Penyusunan

Rencana
Kerja

Anggaran
Satuan

Kerja
Perangka: D

aerah
(RKA-

SKPD
)
Perubahan

1)
D
okum

en
Pedom

an
Penyusunan

RKA-SKPD
Perubanan

yang
telah

2)
D
okum

en
RKA-SKPD

Perubahan
.
Penyam

paian
Rancangan

Anggaran
Pendapaian

dan
Belanja

D
aerah

Perubahan
kepada

D
ew

an
Perw

akilan
Rakvat

D
aerah

(D
PRD

!
1)

Pengantar
N
ota

Keuangan
Pem

erintan
dan

Rancangan
Peraturan

D
aerah

RAPBD
Perubahan

:

2
tahun

setelah
tahun

anggaran
berakhir

2
tahun

setelah
tahun

anggaran
berakhir

2
tanun

setelah
tahun

anggaran
berakhir

2
tahun

setelah
tahun

anggaren
berakhir

3
Tahun

3
tahun

3
Tahun

3
Tahun

Perm
anen

Perm
anen

M
usnah

Perm
anen

9d.e.

b.c.



1
2

3
4

5
a)

N
ota

Keuangan
Pem

erintah
b)

M
ateri

RAPBD
2)

H
asil

Pem
bahasan

Rencana
Anggaran

Pendapatan
dan

Belanja
D
aerah

(RAPBD
)|

Perubahan
oleh

D
ew

an
Perw

akilan
Rakyat

D
aerah

(D
PRD

)
dan

Pem
erintah

3)
D
okum

en
Persetujuan

bersam
a
antara

D
PRD

dan
Kepala

D
aerah

4)
D
okum

en
Rancangan

Penjabaran
APBD

Perubahan
beserta

lam
pirannya

S)
Penyam

paian
Perm

ohonan
Evaluasikepada

G
ubernur

tentang
RAPBD

6)
H
asilEvaluasiCubernur

tentang
RAPBD

Perubahan
7)

Penetapan
Perda

APBD
Perubahan

oleh
G
ubernur

beserta
8)

Peraturan
D
aerah

(Perda)
tentang

APBD
Perubahan

B.
(PEN

YU
SU

N
AN

AN
G
G
ARAN

1.
M
usyaw

arah
Rencana

Pem
bangunan

(M
usrenbang)

Kecam
atan

1
tahun

setelah
tahun

anggaran
3
tahun

M
usnah

berakhir
2.

M
usyaw

arah
Rencana

Pem
bangunan

(M
usrenbang)

Keta
1
tahun

setelah
tahun

anggaran
3
tahun

Perm
anen

berakhir
3.

Rancangan
D
okum

en
Pelaksanaan

Anggarau
(RD

PA)
SKPD

yang
telah

disetujui|
1
tahun

setelah
tahun

anggaran
3
tahun

Perm
aneri

Sekretaris
D
aerah

berakhir
4.

D
okum

en
Pelaksanaan

Anggaran
(D
PA)

SKPD
yang

telah
disahkan

oleh
Pejabat|

1
tahun

setelah
tahun

anggarar
3
tahun

M
usnah

Pengciola
Keuangan

D
aerah

(PPKD
)

berakhir

C.
I(FELAKSAN

AAN
AN

G
G
ARAN

Ll.
Surat

Penyedia
D
ana

(SPP,
SPM

dan
SP2D

):
U
P,

G
U
,TU

, LS
2
tahun

setelah
Perda

tenta:g
5
tahun

Perm
anen

Pertanggungjaw
aban

APBD
disahkan

2.
Pendapatan
a.

Pendapatan
Asli

D
aerah

2
tahun

setelah
Perda

tentang
5
tahun

Perm
anen

1)
Surat

Ketetapan
Pajak

D
aerah

Pertanggungjaw
aban

APBD
disahkan

2)
Surat

Setoran
Pajak

(SSP)
D
aerah

antara
lain:

2
tahun

seteiah
Perda

tentang
5
tahun

M
usnah

a)
Pajak

H
otel

b)
Pajak

Restoran
c)

Pajak
H
iburan

Pertanggungjaw
abar, APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
pem

eriksaan
telah

selesai



d)
Pajak

Reklam
e

e)
Pajak

Penerangan
Jalan

f
Pajak

M
ineralBukan

Logam
Bantuan

g)
Pajak

Parkir
h)

Pajak
Air

Tanah
i)

Pajak
Sarang

Burung
W
alet

J)
Pajak

Sektor
Perdesaan

dan
Perkotaan

k)
Pajak

Perolehan
H
ak

atas
Tanah

dan
atau

Bangunan
(BPH

TB)
1)

Pajak
Kendaraan

Berm
otor

3)
Surat

Ketetapan
Retribusi

D
aerah

4,
Bukti

Penarikan
Restribusi,

antara
Lain:

a)
RestribusiJasa

U
m
um

-
Retribusi

Pelayanan
Kesehatan

-
Retribusi

Pelayanan
Persam

pahan
//Kebersihan

-
RetribusiPenggantian

Biaya
Cetak

KTP
dan

Akte
Catatan

Sipil
RetribusiPelayaran

Pem
akarian

dan
Pengabuan

M
ayat

-
RetribusiPelayanan

Parkir
diTepi Jalan

U
m
uni

-
RetribusiPelayanan

Pasar
-
RetribusiPengujian

Kendaraan
Berm

otor
-
RetribusiPem

eriksaan
Alat

Pem
adam

Kebakaran
-
RetribusiPenggantian

Biaya
Cetal:

Peta
b)

RetribusiJasa
U
saha

-RetribusiPem
akaian

Kekavaan
D
aerah

-Retribusi
Pasar

G
osir

dan/atau
Pertokoan

-RetribusiTem
pat

Pelelangan
-RetribusiTerm

inal
-RetribusiTem

pat
Khusus

Parkir
-RetribusiTem

pat
Penginapan/Pesanggrahan/ Villa

-
RetribusiPenyedotan

Kakus
-
RetribusiRum

ah
Potong

H
ew

an
-
RetribusiTem

pat
Rekreasidan

O
lah

Raga
-
RetribusiPenyebrangan

diatas
Air

-
RetribusiPengolahan

Lim
bah

Cair

2
tahun

setelah
Perda

tentang
Pertanggungjaw

aban
APBD

disahkan
2
tahun

setelah
Perda

tentang
Pertanggungjaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

5
tahun

5
tahun

Perm
anen

M
usnah



2
3

4
5

-
RetribusiPenjualan

Produksi
U
saha

D
aerah

Cc!
Retribusi

Perizinan
Tertentu

-
Retribusi

Izin
M
endirikan

Bangunan
-
Retribusi

Izin
Tem

pat
Penjualan

M
inum

an
Beralkohol

-
Retribusi

Izin
G
angguan

-
Retribusi Izin

Trayek
d)

RetribusiPengendalian
Lalu

Lintas
e)

RetribusiPerpanjangan
Izin

M
em

pekerjakan
Tenaga

Kerja
Asing

5)
Bukti

Penerim
aan

Jasa
Layanan

Kesehatan
M
asyarakat

2
tahun

setelah
Perda

tentang
5
tahun

M
usnah

Pertanggungjaw
aban

APBD
disahkan

dan
tindak

lanjut
hasil

pem
eriksaan

telah
selesai

6j
D
okum

en
Rasionalitas

H
asilPengelolaan

Kekayaan
D
aerah

2
tahun

setelah
Pcrda

tentang
5
tahun

Perm
anen

rertanggungjaw
aban

APBD
disahkan

dan
tindak

lanjut
hasil

pem
eriksaan

telah
selesai

7)
Bukti

Penerim
aan

SKPD
dariBadan

Layanan
U
m
um

2
tahun

seteiah
Perda

tentang
5
tahun

M
usnah

Pertanggungjaw
abar

APBD
disahkan

dan
tindak

lanjut
hasil

pem
eriksaan

telah
selesai

8)
Bukti

Penerim
aan

H
asilPengelolaan

D
ana

Bergilir
2
tahun

setelah
Perda

tentang
5
tahun

M
usnat

Pertangsungjaw
aban

APBD
disahkan

dan
tindak

lanjut
hasil

pem
eriksaan

telah
selesai

9)
BuktiPenerim

aan
Bunga

dan
atatiJasa

G
iro

Pada
Rank

2
tahun

setelah
Perda

tentang
5
tahun

M
usnah

Pertanggungjaw
aban

APBD
disahkan

h



2
3

b.
D
okum

en
Penerim

aan
D
ana

Perim
bangan:

1)
D
ana

Bagi H
asilyang

Bersum
ber

dariPajak
dan

Bukan
Pajak

2)
D
ana

Bagi
H
asil untuk

Kota

3)
D
ana

Alokasi
U
m
um

(D
AU

)

2
tahun

setelah
Perda

tentang
Pertanggungjaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
pem

eriksaan
telah

selzsai

2
tahun

setelah
perda

tentang
Pertanggungjaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut hasil

pem
eriksaan

telah
selesai

2
tahun

setelah
Perda

tentang
Pertanggungjaw

aban
APRD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

5
tahun

5
tahun

M
usnah

M
usnah

M
usnah

4)
D
ana

Perim
bangan

uniuk
D
aerah

Yang
Tidak

M
enerim

a
D
AU

5!
D
ana

Alokasi Khusus
(D
AK)

2
tahun

sciviah
Perda

tentang
Pertanggungjaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
pem

eriksaan
telah

selesai
2
tahun

setelah
Perda

tentang
Pertanggungjaw

aban
APRD

disahkan
dan

tindak
!anjut

hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

5
tahun

5
tahun

M
usnah

M
usnah

c.
D
okum

en
Penerim

aan
Lain-Lain

Pendapatan
yang

sah:
1)

AlokasiD
ana

Penyesuaian

2)
D
ana

O
tcm

asi Khusus
dan

D
ana

Bantuan
O
perasional

Sekolah

2
tahun

setelah
Perda

tentang
Pertanggungjaw

abar
APBD

disahkan
dau

tindak
lanjut

hasil
pem

eriksaan
teiah

selesai
2
tahun

setelah
Perda

tentang
Pertanggungiaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

5
tahun

5
tahun

M
usnah

M
usnah

kecuali
daerah

yang
m
em

peroleh
dan.

otonom
ikhusus,

perm
anen

|i

$
tahun



2
3

4
5

3)
Bagi

H
asilPajak

dariPernerintah
Provinsi

2
tahun

setelah
Perda

tentang
Pertanggungjaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

S
tahun

M
usnah

4)
Bantuan

Keuangan
Pem

erintah
Provinsi

2
tahun

setelah
Perda

tentang
Pertanggungjaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

5
tahun

M
usnah

5)
Penerim

aan
H
ibah

Yang
Bersum

ber
dariAPBD

,
pem

erintah
D
aerah

d.
Surat

Setoran
Bukan

Pajak
(SSBP)

e.
Penerim

aan
sisa

Lebih
Perhitungan

Anggaran
(SiLPA)

f.
D
okum

en
Pengelulaan

Barang
M
ilik

N
egara/D

aerah
g.

D
okum

en
Piutang

D
aerah

h.
D
okum

en
Pengelolaan

Investasi

2
tahun

setelah
Perda

tentang
Pertanggungjaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

2
tahun

setelah
Perda

tentang
Pertanggungjaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
pem

eriksaan
telah

selesai
2
tahun

setelah
Perda

tentang
Pertanggurgjaw

aban
APBD

disaukan
dan

tindak
lanjut

hasi!
pem

eriksaan
telah

selesai

Selam
a
Barang

D
im

iliki
Selam

a
Pivtang

belum
Tertagih

Selam
a
Investasim

asih
ada

5
tahun

5
tahun

5
tahun

M
usnah

M
usnah

M
usnah

Perm
anen

Perm
anen

Perm
anen

.
Belanja
a.

D
okum

en
Belanja

Langsung
-
Belanja

Pegaw
ai

-
Belanja

Barang
Jasa

-
Belanja

M
odal

—
A

2
tahun

setelah
Perda

tentang
Pertanggungjaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

5
tahun

M
usnah



2
b.

D
okum

en
Belanja

Tidak
Langsung

Pegaw
ai

H
ibah

Belanja
Bagi

H
asil

Subsidi
-
Bunga
Bantuan

Sosial
Bantuan

Keuangan
Belanja

Tidak
Terduga

4,
Pem

biayaan
D
aerah

a.
Bukti

Penerim
aan

Pem
biayaan

SILPA
D
ana

Cadangan
D
ana

Bergulir
Pinjam

ar
D
aerah

Pengalihan
Piutang

P3BP2
m
enjadi FAD

b.
Bukti

Penge:uaran
Pem

biayaan
InvestasiJangka

Panjang
D
alam

Bentuk
D
ara

Bergulir
Pesiyertaan

M
odalpada

BU
M
D

Penam
bahan

Penvertaan
M
udalpada

BU
M
D

Pengeluaran
dari

D
ana

Cadangan
Pem

biayaan
bagi U

saha
M
asyarakat

Kecil dan
M
enengah

(U
M
KM

)
Penyertaan

M
odalKepada

Bank
Perkreditan

Rakyat
(BPR) m

ilik
Pem

erintah
D
aerah

2
tahun

setelah
Perda

tentang
Pertanggungjaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

2
tahun

setelah
Perda

tentarg
Pertanggungjaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

6
tahun

5
tahun

M
usnah

Perm
anen

S5.
D
okum

en
Penatausahaan

Keuangan

-
Surat

Penvediaan
D
ana

(SPD
)

-
Surat

Perm
ohonan

Pem
bayaran

(SPP)
-
Surat

Perintah
M
em

bayar
(SPM

)
-
Surat

Perintah
Pencairan

D
ana

(SP2D
)

2
tahun

setelah
Perda

tentang
Pertarggungjaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

5
tahur

M
usnah



2
3

4
5

6.
Pertanggungjaw

aban
Penggunaan

D
ana

2
tahun

setelah
Perda

tentang
5
tahun

M
usnah

-
Buku

Kas
U
m
um

(BKU
)

Pertanggungjaw
aban

APBD
-
Buku

Kas
Pem

bantu
(BKP)

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
-
Ringkasan

Perincian
Pengeluaran

O
bjek

pem
eriksaan

telah
selesai

-
Rekening

Korar
Bank

-
Laporan

Pertanggungjaw
aban

Fungsional
dan

Adm
inistrasi

-
BuktiPenyetoran

Pajak
-
Register

Penutupan
Kas

-
Berita

Acara
Pem

eriksaan
-
Laporan

RealisasiAnggaran
(LRA),

N
eraca,

Catatan
atas

Laporan
-
Keuangan

Term
asuk

Arsip
D
ata

Kom
puter

(AD
K)

-
Laporai Pendapatan

N
eraca

-
Laporan

Keadaan
KrediiAnggaran

(LKKA)
Bulanan/Triw

ulan/ Sem
esicran

7.
D
aftar

G
aji

2
tahun

setelah
Perda

tentang
3
Tahun

M
usnah

Pertanggungjaw
aban

APBD
disahkan

8
D
ata

Rekening
Bendahara

U
m
um

D
aerah

(BU
D
)

2
tahun

setelah
Perda

tem
ang

5
tahun

Perm
anen

Pertanggungiaw
aban

APBD
disalikan

dan
tindak

lanjut
hasil

pem
eriksaan

telah
selesai

9
Laporan

Kenangan
Tahunar

Terdiri dari:
2
tahin

setelah
Perda

tentang
6
tahun

Perm
anen

-
Laporan

Realisasi
Anggaran

(LRA)
Pertanggungiaw

aban
APBD

.
N
eraca

disahkar
dan

tindak
lanjut

hasil
-
Cataian

atas
Laporan

Keuangan
!CaLK)

pem
eriksaan

telah
selesai

PIN
JAM

AN
/H
IBAH

LU
AK

N
EG

ERI
1.

D
okum

en
Perm

ohonan
Pinjam

,
H
ibah

Luar
N
egeri (Blue

Book)
1
tahun

setelah
diterbitkan

3
tahun

Perm
anen

2.
D
okum

en
Kesanggupan

N
egara

D
onoruntuk

M
em

biayai(G
rcen

Book)
1
tahun

setelah
Loan

Agreem
ent

3
tahun

Perm
anen

D
itandatangani

3.
D
okum

en
M
em

orandum
ofU

nderstanding
(M

oU
),
dan

dokum
en

sejenisnya
2
tahun

setelah
perjanjian

5
tahun

Perm
anen

pinjam
an

berakhir



1
2

3
4

5

E.
IPEN

G
ELU

LAAN
APBD

/D
AN

A
PIN

JAM
AN

/
H
IBAH

LU
AR

N
EG

ERI
(PH

LN
)

:

1
Keputusan

Kepala
D
aerah

tentang
Penetapan:

2
tahun

setelah
Perda

tentang
5
tahun

M
usnah

-
Kuasa

Pengguna
Anggaran

Pertanggungjaw
aban

APBD
-
Pejabat

Pem
buat

Kom
itm

en
disahkan

dan
tindak

lanjut
hasil

-
Kuasa

Pengguna
Barang/Jasa

pem
eriksaan

telah
selesai

-
Bendahara

U
m
um

dan
Kuasa

Bendahara
U
m
um

D
aerah

-
Pejabat

Penandatangan
SPM

-
Bendahara

Penerim
aan/Pengeluaran

-
Pengelola

Barang
-
term

asuk
berita

acara
serah

terim
ajabatan

F.
SISTEM

AKU
N
TAN

SI
KEVAN

G
AN

D
AERAH

(SAKD
)

1.
M
anual

Im
plem

entasi Sistem
Akuntansi

Keuangan
D
aerah

(SAKD
)

Selam
a
bel::m

ada
perubahan

2
tahun

Perm
anen

2.
D
okum

en
Kebijakan

Akuntansi
Selam

a
belum

ada
perubahan

2
tahun

Perm
anen

3.
Arsip

D
ata

Kom
puter

dan
Berita

Acara
Rekonsiliasi

2
tahun

setelah
Perda

tentang
5
tahun

M
usnah

Pertanggungjaw
aban

APBD
disahkan

dan
tindak

lanjut
hasil

pem
eriksaan

telah
selesai

4.
Laporan

RealisasiAnggaran
dan

N
eraca

Bulanan/Triw
ulan/Sem

esteran
2
tahun

setelah
Perda

tentang
5
tahun

M
usnah

setelah
m
enjadi

Pertanggungjaw
aban

APBD
laporan

keuangan
disahkan

dan
tindak

lanjut
hasil

pem
eriksaar, telah

selesai

G
.
I PEN

YALU
RAN

AN
G
G
ARAN

TU
G
AS

PEM
BAN

TU
AN

1.
Surat

Penetapan
Pengguna

Anggaran/Kuasa
Pengguna

Anggaran,
Berdahara,

2
tehun

setelah
Perda

tentang
5
tahun

M
usnah

atas
Pengguna

Anggaran
Kegiatan

Pem
bantuan, term

asuk
Spesim

en
Tanda

Tangan
Pertanggungjaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lenjut

hasil
pem

eriksaan
selesai



2
3

4
5

4.
D
okum

en
Loan

Agreem
ent

(PH
LN

)
seperti:

D
raft

agreem
ent,

Legal
O
pinion,

2
tahun

setelah
perjanjian

5
tahun

Perm
anen

Surat
M
enyurat

dengan
Lender.

pinjam
an

berakhir

5.
D
okum

en
Alokasi

dan
Relokasi

Penggunaan
Luar

N
egeri,

a.I.
: U

sulan
2
tahun

setelah
perjanjian

5
tahun

Perm
anen

Lunsuran
D
ana

pinjam
an

berakhir
6.

Aplikasi Penarikan
D
ana

BLN
berikut

lam
pirannya:

2
tahun

setelah
perjanjian

5
tahun

Perm
anen

-
Reim

bursem
ent

pinjam
an

berakhir

-
D
irect

Paym
ent/Transfer

Procedure
-
Special Com

m
itinent/L/C

opening
-
Special Account/Im

prest
Fund

7.
D
okum

en
O
torisasi

Penarikan
D
ana

(Paym
ent

Advice|
2
tahun

setelah
perjanjian

5
tahun

Perm
anen

pinjam
an

berakhir

8.
D
okum

en
Realisasi

Pencairan
D
ana

Bantuan
Luar

N
egeri

,yaitu:
2
tahun

setelah
perjanjian

5
tahun

Perm
anen

Surat
Perintah

Pencairan
D
ana,

SPM
beserta

lam
piranya,

antara
lain:

pinjam
an

berakhir

SPP,
Kantrak,

BA,
dan

data
pendukung

lainya
9.

Replerishm
ent

(Perm
intaan

Penarikan
D
ana

dariN
egara

D
onor)m

eliputi
2
tahun

setelah
perjanjian

5
tahun

Perm
anen

antara
lain:

N
o
O
bjection

Letter
(N
O
L),

Project
Im

lem
entation, N

otificatioi. cf
pinjam

an
berakhir

antara
lain:

N
o
O
bjection

Letter
(N
O
L),

Project
Im

plentation,
N
otification

10.
StaffAppraisal

Report
2
tahun

setelah
perjanjian

3
tahun

Perm
anen

piniunan
berakhir

11.
Report/Laporan

yang
terdiri dari:

2
tahun

setelah
perjanjian

$
tahun

Perm
anen

-
Progress

Repori
pinjam

an
berakhir

-
M
onthly

Repcrt
-

O
uarterly

Report
12.

Laporan
H
utang

D
aerah:

2
tahun

setelah
perjanjian

5
tahun

Perm
anen

-
Laporan

Pem
bayaran

H
utang

D
aerah

pinjam
an

berakhir
-

Laporan
PosisiH

utang
D
aerah

13.
Com

pletion
Report/Annual

Report
2
tahun

setelah
perjanjian

-
Perm

anen
pinjam

an
berakhir

14.
Ketentuan

/Peraturan
yang

m
enyangkut

Pinjam
an/H

ibah
Luar

N
egeri

1
tahun

setelah
diperbarui

5
tahun

Perm
anen



a.
Kebijakan

Keuangan
Pilkada

dan
Penyusunan

Anggaran
Bantuan

Pem
ilu

b.
Peraturan/Pedom

an/Standar
Belanja

Pegaw
ai, Barang

dan
Jasa,

O
perasional dan

Kontingensi untuk
Biaya

Pilkada
dan

Bantuan
Pem

ilu

Pertanggungjaw
aban

APBD
uisahkan

2
3

4
5

2.
Berkas

Perm
intaan

Pem
bayaran

(SPP)
dan

jam
piranya:

2
tahun

setelah
Perda

tentang
-
SPP-LS,

SPP-G
U
,
SF3,

D
aftar

Perincian
Pengguna

D
ana,

SPPR-L,
SPM

LS,
Pertanggungjaw

aban
APBD

5
tahun

M
usnah

SPM
-D
U
,
Bilyet

G
iro,

SPM
N
ihil

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
-
Penagihan/Invoice, Faktur

Pajak, Bukti
Penerim

aan
Kas/Bank

beserta
pem

eriksaan
selesai

bukti
Pendukungnya

al
:Copy

Faktur
Pajak

dan
N
ota

Kredit
Bank

-
Perm

intaan
Pelayanan

Jasa/Service
Report

dan
Berita

Acara
Penyelesaian

3.
Buku

Rekening
Bank

2
tahun

setelah
Perda

tentang
5
tahun

M
usnah

Pertanggungjaw
aban

APBD
disahkan

dan
tindak

lanjut
hasil

4.
Keputusan

Pem
bukuan

Rekening
pem

eriksaan
selesai

-
Perm

anen

5.
Pem

bukuan
Anggaran

tediri
dari:

2
tahun

setelah
Perda

tentang
5
tahun

Perm
anen

Buku
Kas

U
m
um

(BKU
I, Buku

Fem
bantu,

Register
dan

Buku
Tam

bahan
D
aftar|

| Pertanggungjaw
ahan

APBD

Pem
bukuar

Pencarian/Pengeluarar
(D
PP),

D
aftar

H
im

punan
Pencarian

(D
H
P)

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil

dan
Rekening

Koran
pem

eriksaan
selesai

PEN
ER!M

AAN
AN

G
G
ARAN

TU
G
AS

PEM
H
AN

TU
AN

1.
Berkas

Penerim
aan

Keuangan
dan

Tugas
Pem

bantuan
term

asuk
D
ana

Sise
2
tahun

setelah
Perda

tertang
5
tanun

Perm
anen

atau
Pengeluaran

Lainuya
Pertanggungjaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
pem

eriksaan
selesai

2.
Berkas

Penerim
aan

Pajak
Term

asuk
PPh

21,
PPh

22,
PPh

23
dan

PPn,
D
zanda

2
tahun

setelah
Perda

tentang
5
tahun

M
usnah

Keterlam
batan

M
enyelesaikan

Pekerjaan
Pertanggungjaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasil
perneriksaan

selesai

PEN
G
ELO

LAAN
AN

G
G
ARAN

PILKAD
A
D
AN

bIAYA
BAN

TU
AN

PEM
ILU

D
ARI

APBD
1.

Penyusunan
Anggaran

Pilkada
dan

Biaya
Bantuan

PEM
ILU

dari APBD
2
iahun

setelah
Perda

tentang
5
tahun

Perm
anen

ah

H



Pertanggungjaw
aban

APBD
disahkan

dan
tindak

lanjut
hasil

pem
eriksaan

telah
selesai

2
3

4
5

c.
Bahan

U
sulan

Rencana
Kegiatan

dan
Anggaran

(RKA)
Pilkada

KPU
D
dan

Panw
asda

Kota,
PPK,

PPS, KPPS
dan

Panw
asda,

perinchonan
Pengajuan

RKA
KPU

D
dan

Panw
as

d.
Berkas

Pem
bahasan

RKA
Pilkada

dan
Bantuan

Pem
ilu

e.
Rencana

Anggaran
Satuan

Kerja
(RASK)

Pilkada
dan

Bantuan
Pem

ilu
Kota

f.
D
okum

en
Rancangan

Anggaran
Satuan

Kerja
(D
RASK)

Pilkada
KPU

D
dan

Panw
as

Kota
dan

Bantuan
Biaya

Pem
ilu

dari APBD
Panw

as
Kota

dan

g.
Berkas

Pem
bentukan

D
ana

Cadangan
Pilkada

h.
Bahan

Rapat
Rancangan

Peraturan
D
aerah

tentang
Pilkada,

dan
Bantuan

Biaya
Pem

ilu
dari APBD

i.
N
ota

Persetujuan
D
PRD

tentang
Perda

APBD
Pilkada

dan
Bantuan

Biaya
2
tahun

setelah
Perda

tentang
5
tahun

Perm
anen

Fem
ilu

dariAPBD
Pertanggungjaw

aban
APBD

disahkan

PELAKSAN
AAN

AN
G
G
ARAN

PILKAD
A
D
AN

AN
G
G
ARAN

BIAYA
BAN

TU
AN

1.
Berkas

Penetapan
Bendahara

dan
Atasan

Langsung
Bendanara

KPU
D
,

2
tahun

setelah
Perda

tentang
5
tahun

M
usuah

Bendahara
Panw

asda
dan

Bendahara
pada

Panitia
Pilkada

dan
Pem

ilu
Pertanggungjaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

nasil
pem

eriksaan
telah

selesai

2.
Berkas

Penerim
aan

Kom
isi,

Rabat
Pem

bayaran
Pengadaan

Jasa,
Bunga,

2
tahun

setelah
Perda

tentang
5
tahun

M
usnah

Pelaksanaan
Pilkada/ Perulu

Pertanggungjaw
aban

APBD
disahkan

dan
tindak

lanjut has!
pem

eriksaan
telah

selesai

3.
Berkas

Setoran
Sisa

D
ana

Pilkada/Pem
ilu

term
asuk

Setor
Kom

isi
Pengadaan

2
tahun

setelah
Perda

tentang
5
tahun

M
usnai:

Barang/Jasa,
Rabat,Bunga, Jasa

G
iro.

Pertanggungiaw
aban

APBD
disahkan

dan
tindak

lanjut hasil
pem

eriksaan
telah

selesai

4.
Berkas

Penyaluran
Biaya

Pem
ilu

term
asuk

diantaranya
Transfer

Bank
2
tahun

setelah
Perda

tentang
5
tahun

M
usnah



H
asilPersetujuan/rapat

mp Rn Cg»Peraturan
D
esa

tentang
Pem

bebasan
Tanah

Kas
D
esa

Perm
ohonan

tentang
Pem

bebasan
Tanah

Kas
D
esa

Rekom
endasi W

alikota
tentang

persetujuan
pem

bebasan
tanah

Persetujuan
W
alikota

tentang
hasilm

usyaw
arah

harga
tanah

kas
desa

Proses
Pelepasan

H
ak

Tanah
Kas

D
esa

2
3

4
5

5.
Pedom

an
D
okum

en
Penyediaan

Pem
biayaan

Kegiatan
O
perasional

(PPO
K)

2
tahun

setelah
Perda

tentang
5
tahun

Perm
anen

Pertanggungiaw
aban

APBD
disahkan

dan
tindak

lanjut
hasil

pem
eriksaan

telah
selesai

PELAKSAN
AAN

AN
G
G
ARAN

O
PERASIO

N
AL

PEM
ILU

1
D
okum

en
Penyediaan

Pem
biayaan

Kegiatan
O
perasional

(PPO
K)

Pem
ilu

2
tahun

setelah
Perda

tentang
5
tahun

M
usnah

Kabupaten
term

asuk
Perubahan

/ Pergeseran
/Revisinya

Pertanggungjaw
aban

APBD
disahkar

dan
tindak

lanjut
hasil

pem
eriksaan

telah
selesai

2
Berkas

Penyaluran
Biaya

Pem
ilu

term
asuk

diantaranya
Bukti Transfer

Bank
2
tahun

setelah
Perda

tentang
5
tahun

M
usnah

dan
lain

lainya
Pertanggungjaw

aban
APBD

disahkan
dan

tindak
lanjut

hasii
pem

eriksaan
telah

selesai

PEM
ERIN

TAH
AAN

D
ESA

1.
D
okum

en
Rencana

Anggaran
Pendapatan

dan
Belanja

D
esa

2
tahun

setelah
tahun

3
tahun

Perm
anen

anggaran
berakhir

2.
Program

Kerja
Pem

erintan
D
esa

:

a.
Rencana

Kerja
Pem

banginan
Jangka

M
enengah

D
esa

2
tahun

setelah
tahun

3
tahun

Perm
anen

b.
Rencana

Keria
Perangkat

D
esa

anggaran
berakhir

3.
D
okum

en
Anggaran

Pendapatan
dan

Belanja
D
esa

2
tahun

setelan
tahun

S3tahun
Perm

anen

anggaran
berakhir

4.
BuktiPungutan

D
esa

2
tahun

setelah
tahun

3
tahun

M
usuah

anggaran
berakhir

5.
D
okum

en
Pem

bebasan
Eks

Tanah
Kas

D
esa:

2
tahun

setelah
serah

terim
a

3
tahun

Perm
anen



P1
2

3
4

5
g.

Pem
belian

Tanah
Pengganti

h.
M
usyaw

arah
tanah

H
ak

M
ilik

untuk
dibelim

enjadipengganti
i.

Rekom
endasi W

alikota
tentang

Persetujuan
Pem

bebasan
Tanah

j-
Pelepasan

Tanah
H
ak

M
ilik

m
enjadi Kas

D
esa

6.
D
okum

en
Perjanjian

Sew
a
Tanah

Kas
D
esa

Selam
a
m
asih

berlaku
10

tahun
Perm

anen
a.

Sew
a
Tanah

Kas
D
esa

tidak
berubah

fungsi
b.

Sew
a
Tanah

Kas
D
esa

berubah
fungsi

1)
Peraturan

D
esa

tentang
sew

a
tanah

kas
D
esa

2)
Penaw

aran
dari

penyew
a

3)
Rekom

endasi W
alikota

tentang
Ijin

penyew
aan

tanah
kas

D
esa

4)
Perm

ohonan
Ijin

G
ubernur

5)jin
G
ubernur

7.
D
okum

en
Perubahan

Peruntukan
Tanah

Kas
D
esa

selam
a
m
asih

berlaku
2
tahun

Perm
anen

a.
Peraturan

D
esa

tentang
perubahan

peruntukan
Tanah

Kas
D
esa

b.
Rekom

endasi W
alikota

tentang
perubahan

peruntukan
pem

bebasan
Tanah

c.
Ijin

tertulis
W
alikota

|
8.

Surat
Kedudukan

Keuangan
Kepala

D
esa

dau
Pam

ong
2
tahun

setelah
tahun

anggaran
3
tahun

Perm
anen

berakhir
9,

Lain-lain
Pendapatan

Asli
D
esa

2
tahun

setelah
tahun

3
tahun

D
inilai

Kem
bali

anggaran
berakhir

10.
Pem

bukuan
Kas

D
esa

selam
a
m
asih

berlaku
3
tahun

Perm
anen

a.
Buku

Kas
U
m
um

b.
Buku

Baniu
Pengeluaran

11.BuktiPengeluaran
Keuangan

Kas
D
esa

2
tahun

setelah
tahun

5
tahun

M
usnah

anggaran
berakhir

12.
Laporan

Keuangan
Kas

D
esa

2
tahun

setelah
tahun

3
tahun

Perm
anen

anggaran
berakhir

13.
Pertanggunyjaw

aban
Kepala

D
esa

(Laporan
Keuangan

Tahunan
D
esa)

2
tahun

setelah
tahun

3
tahun

Perm
anen

anggaran
berakhir

M
|PEM

ERIKSAAN
/PEN

G
AW

ASAN
KEU

AN
G
AN

D
AERAH

1.
Laporan

H
asilPem

eriksaan
Badan

Pem
eriksa

Keuangan
Republik

Indonesia
2
tahun

setelah
tindak

lanjut
5
tahun

Perm
anen

atas
Laporan

Keuangan
selesai



2
3

4
5

2
Pelaksanaan

Pengaw
asan

a
-
Laporan

H
asil Audit

(LH
A),

Laporan
H
asilEvaluasi(LH

E),
Laporan

1
tahun

setelah
tindak

lanjut
5
tahun

M
usnah

Akuntan
(LA),Laporan

Auditor
Independen

(LAI)yang
m
em

erlukan
tindak

selesai
lanjut

(TL)
-
Laporan

H
asil

Audit
Investigasi

(LH
AI)yang

m
engandung

unsur
Tindak

|
tahun

setelah
keputusan

3
tahun

Perm
anen

Pidana
Korupsi

(TPK)
dan

m
em

erlukan
tindak

lanjut
m
em

punyai kekuatan
hukum

tetap

b
-
Laporan

H
asil Audit

(LH
A),

Laporan
H
asil Evaluasi(LH

E),
Laporan

2
tahun

setelah
tindak

lanjut
“3tahun

M
usnah

Akuntan
(LA),

Laporan
Auditor

Independen
(LAI)yang

tidak
m
em

erlukan
selesai

-
Laporan

H
asil Audit

Investigasi
(LH

AI)yang
m
engandung

unsur
Tindak

Setelah
keputusan

m
em

punyai
3
tahun

Perm
anen

Pidana
Korupsi

(TPK)
dan

tidak
m
em

erlukan
tindak

lanjut
kekuatan

hukum
tetap

c
Laporan

Pem
utakhiran

D
ata

Tindak
Lanjut Tem

uan
1
tahun

2
tahun

Perm
anen

d
Laporan

Perkem
bangan

Barang
M
ilik

N
egara/D

aerah
(BM

N
/D
)

2
tahun

3
tahun

Perm
anen

Laporan
Kegiatan

Pendam
pingan

Penyusuran
Laporan

Keuangan
dan

2
tahun

3
tahun

M
usnah

Review
Pernerintah

D
aerah

f
G
ood

Corporate
G
overnance

(G
CG

)
2
tahun

3
tahun

Perm
anen

3
D
okum

en
Penyelesaian

Keuangan
D
aerah

2
tahun

setelah
tagihan

tuntutan
2
tahun

Perm
anen

a
Tuntutan

Perbendaharaan
pervendaharaan/

tuntutan
ganti

setelah
hak

b
Tuntutan

CantiRugi
rugi dilunasi

dan
kew

ajiban
habis

W
ALIKO

TA
SAW

AH
YU

N
TO

,

ec

RIASTA


